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LAPORAN IMPLEMENTASI HASIL PELATIHAN 

SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2025 

 

A. Pendahuluan 

1. Umum 

SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, ini merupakan mekanisme 

yang diterapkan di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dimana 

tujuan dari SPIP ini  adalah untuk memastikan penghelolaan keuangan dan tugas-tugas 

pemerintahan berjalan efektif dan efisien. Sehinggan tujuan yang ingin dicapai oleh 

organisasi bisa terwujud. Dengan kata lain SPIP adalah alat penting bagi pemerintah 

untuk memastikan tata kelola yang baik, bersih dan transparan serta mencapai tujuan 

organisasi secara efektif dan efiasien. 

Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Hukum 

Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Terintegrasi diLingkungan Kementerian Hukum, menyebutkan 

bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, 

dan akuntabel serta optimalisasi pelaksanaan pengendalian atas penyelenggaraan 

kegiatan pemerintahan yang memadai bagi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan 

negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan 

terhadap peraturan perundang-undangan perlu adanya sistem pengendalian intern 

pemerintah di lingkungan Kementerian Hukum. 

Oleh karena itu Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah 

bekerjasama dengan BPKP menyelenggarakan menyelenggarakan program pelatihan 

yang adaptif terhadap kebutuhan pegawai dan tantangan zaman. Dalam konteks 

tersebut, pelatihan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

Terintegrasi Tahun 2025 diselenggarakan sebagai upaya peningkatan kapasitas 

sumber daya manusia dalam hal penguasaan dan pemahaman mengenai mandate dan 

konsep penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Hukum, khususnya pada masing-

masing satuan kerja. 

Dengan diselenggarakannya Pelatihan ini, maka kami selaku peserta Pelatihan 

mempunyai tanggung jawab untuk memberikan sharing knowledge bagi pegawai pada 

unit kerja kami, khnususnya bagi para pengampu tusi. Salah satunya adalah pada 

Calon Pegawai Negeri Sipil. CPNS merupakan Sumber Daya Manusia dalam hal ini 
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juga masuk kedalam lingkup SPIP karena Sumber Daya Manusia merupakan salah satu 

aset yang dimiliki oleh Kementerian.  

Dengan adanya sharing materi maupun pengalaman selama pelatihan, 

diharapkan masing-masing pegawai mampu memahami perannya dalam melaksanakan 

pengendalian intern.  

 

2. Maksud dan Tujuan 

Tujuan dari sharing knowledge Pelatihan ini adalah untuk membagikan ilmu 

maupun pengalaman yang didapatkan selama pelatihan. Hal tersebut menjadi salah 

satu upaya untuk memberikan pemahaman kepada pegawai terkait SPIP. 

Adapun maksud penyusunan laporan ini dalam rangka menindaklanjuti Surat 

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah Nomor 

W.13.SDM.SDM.1.SM.02.04-69 tanggal 14 Juli 2025 hal Penyampaian Laporan 

Implementasi Hasil Pelatihan Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 sebagai 

tindak lanjut evaluasi, terdapat pengukuran untuk menilai dampak dan kebermanfaatan 

pelatihan dengan mengimplementasikan hasil pelatihan melalui sharing knowledge oleh 

alumni pelatihan di satuan kerja masing-masing yang dilaksanakan setelah pelatihan 

diikuti. 

 

3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan sharing knowledge ini adalah untuk memahami SPIP 

menukan solusi atas kendala-kendala yang selama ini ada, khususnya pada Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur. 

 

4. Dasar  

1. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi  dan Tata 

Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum; 

2. Surat Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah Nomor 

W.13.SDM.SDM.1.SM.02.03-11 tanggal 9 April 2025 hal Pemanggilan Peserta 

Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi T.A. 2025; 

3. Surat Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah Nomor 

W.13.SDM.SDM.1.SM.02.04-69 tanggal 14 Juli 2025 hal Penyampaian Laporan 

Implementasi Hasil Pelatihan Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025; 

4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum 

Jawa Tengan Tahun Anggaran 2025. 

 

 



B. Kegiatan yang dilaksanakan  

Kegiatan sharing knowledge dilaksnakan secara bertahap, yaitu kepada CPNS 

dan Pegawai Kantor Wilayah yang dibagi masing-masing kelompok. Materi yang 

disampaikan adalah dasar-dasar SPIP, menekankan pada pemahaman apa itu SPIP, apa 

saja yang menjadi unsur-unsur SPIP maupun proses bisnis SPIP. 

Selain kepada cpns, sesi diskusi ini juga diberikan kepada tim kerja manajemen 

Sumber Daya Manusia, dimana selama ini tusi yang dilaksanakan sering sekali 

berhadapan dengan permasalahan yang memgharuskan kita untuk segera melakukan 

pemetaan resiko dan memperssiapkan solusi-solusi yang diambil. Pemberian materi 

SPIP tidak hanya melalui tatp muka namun melalui Whatsapp group, sehingga pegawai 

dapat membaca dan mempelajari materi – materi terkait SPIP yang diberikan oleh mentor 

saat pelatihan. 

 

C. Hasil yang dicapai 

Pelaksnaan implementasi hasil pelatihan Penyelenggaraan SPIP Tahun 2025, 

memperoleh hasil antara lain: 

1. Para CPNS dari awal sudah diberikan pemahaman tentang SPIP, hal ini 

diharapkan dapat mempermudah para CPNS ketika ditunjuk untuk menjadi 

operator SPIP. 

2. Materi yang didapatkan pada pelatihan dapat dipelajari oleh pegawai tanpa 

melalui kegiatan tatap muka, hal ini mempersingkat waktu untuk penyebaran 

ilmu. 

3. Penyusun data dukung laporan SPIP diharapkan tidak ada kesulitan ataupun 

kesalahan. 

 

D. Simpulan dan Saran 

Dengan adanya pelatihan SPIP yang diselenggarakan, dapat memberikan 

pemahaman tentang SPIP kepada para peserta. Hal ini dapat membantu masing-masing 

kantor Wilayah dalam menyelenggarakan SPIP, khususnya dalam pemenuhan data 

dukung penyusunan laporan SPIP.  

Dengan manfaat yang sedemikian besar, melalui pelatihan/pendidikan diharapkan 

kedepannya agar Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah 

menyelenggarakan kembali pelatihan SPIP maupun pelatihan SPIP lanjutan. 

 

E. Penutup 

Demikian penyusunan laporan Implementasi Hasil Pelatihan system Pengendalian 

Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Badiklat Hukum Jawa 



Tengah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah. Kami mengucapkan 

terimakasih atas kerjasamanya dalam pelaksanaan kegiatan ini. 

 

 Dibuat di Surabaya 

 Pada tanggal 17 Juli 2025 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumni, 

 

 
 
 

 

 

 

Nova Wijayanti 

Mengetahui, 

 Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum 

 

 

 

Meirina Saeksi 



LAMPIRAN 

Keterangan : kegiatan ini dilaksanakan pada kamis 3 juli 2025, dalam rangka menyusun 

mitigasi resiko oleh Tim kerja Manajemen SDM bersama dengan Kabag TU dan Umum 

Keterangan : kegiatan pemberian materi SPIP kepada CPNS 
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